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Semarang, 26 Qutc 2018

VISI BADAN POM

Obat dan Makanan Aman,
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing
Bangsa

¥ \ \

Meningkatkan sistem  Mendorong kemandirian Meningkatkan
pengawasan Obat dan  pelaku usaha dalam kapasitas

Makanan berbasis memberikan jaminan kelembagaan BPOM
risiko keamanan Obat dan Makanan

untuk melindungi serta memperkuat kemitraan

masyarakat dengan pemangku

kepentingan
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Harapan Masyarakat
dan Suprastruktur
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Kondisi yang diharapkan

Jaminan Produk Aman, Bermutu dan Bergizi dikonsumsi

masyarakat

| BADAN POM RI

iy

Sumber daya:
» Kondisi geografi
» Keterabatasan S

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019;
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN

yaitu;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesla sebagai negara
kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan
demokratis berlandaskan negara hukum,

3. Mewujudkan politik luar negeri  bebas-aktif  dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim,

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang
tinggi, maju, dan sejahtera,

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berhasiskan kepentingan
nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup
manusia dari masyarakat Indonesia

® Program prioritas:
¢ 1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi

2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan
Kesehatan Anak Sekolah (PJAS)

Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar
internasional

® Program prioritas:

¢ 1. Perkuatan Program Pasar Aman bahan berbahaya
(mendukung pasar tradisional)

2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor llegal

Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor
strategik ekonomi domestik

® Program prioritas:
¢ 1. Perkuatan UMKM Pangan
2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
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Pembangunan Kesehatan
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BADAN POM RI
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KEAMANAN PANGAN J
DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

BADAN POM RI

RPJPN 2005- 2025: Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang
rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Gerakan Masyarakat Sehat

e Peningkatan peran industri dan
Pemerintah daerah dalam
ketersediaan pangan beragam, aman,
dan bergizi

* Pengembangan fortifikasi
mikronutrien penting pada bahan
pangan pokok dan penguatan

' RKP 2017 | l
ﬂ

e Peningkatan keamanan jajanan
anak sekolah dalam rangka
peningkatan kesehatan masyarakat

e Peningkatan peran desa dalam
rangka keamanan pangan

* Peningkatan peran pasar dalam

menjamin pasar aman dari Bahan
pengawasan peredaran bahan pangan

Berbahaya
berbahaya dalam rangka keamanan

k Pengawasan label dan iklan pangan
pangan. ‘

PROFIL INDUSTRI PANGAN DI INDONESIA J

BADAN POM RI

Tahun 2011-2013
Nilai Output (Rp. Trilyun)

700
—

Jumlah : 6.000

PDB Industri

PDB
Industri
Non
Pangan
70%

Jumlah : 1 Juta

Industri pangan termasuk industri andalan sesuai PP No 14

tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional tahun 2015-2035
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Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal

UU RI'No.18/2012 tentang Pangan

UU RI No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

PP RI N0.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan

SK Menkes Rl No. 82/Menkes/SK/1/1996 tentang
Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
dan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/1/1996

® . | Peraturan Kepala Badan POM No12 Tahun 2016
| | tentang Pendaftaran Produk Pangan

Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Piagam Kerjasama antara Departemen
 Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tanggal

Nota Kesepahaman antara Badan POM dan
Maijelis Ulama Indonesia (MUI)
No.HK.08.1.53.05.13.2779 / No. MOUO4/Dir/LPPOM
MUI/V/13 Tanggal 20 Mei 2013 tentang Kerjasama
Pencantuman Keterangan Halal pada Label
Pangan Olahan




PENCANTUMAN LOGO HALAL

KEBIJAKAN DI BADAN POM

» Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan
publik di Badan POM maka persetujuan
pencantuman logo halal tidak lagi diterbitkan oleh
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

» Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan
aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB)

PERSYARATAN
PENCANTUMAN LOGO HALAL

.....

Sertifikat Halal MUl yang masih berlaku dan sesuai dengan produ

. yang diajukan §
Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB),
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi terakhir
dengan ketentuan sbb :

a) Apabila rating penilaian CPPOB adalah A (Baik Sekali), maka
hasil pemeriksan berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah itu
harus dilakukan audit verifikasi kembali.

b) Apabila rating penilaian CPPOB adalah B (Baik), maka hasil
pemeriksaan berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelah itu
harus dilakukan audit verifikasi kembali.
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MEKANISME UMUM
PENCANTUMAN LOGO HALAL

BARU | g PERUBAHAN
Bersamaan DATA
Setelah Terbit

OTIFIKASI
Perpanjangan

dengan Sertifikat Halal

MD/ML Pemeriksaan Pemeriksaan
Audit PSB CPPOB / CPPOB /
CDPOB terbaru CDPOB terbaru

¥

Update Data
Akun e-reg

Update Data
Akun e-reg
elalelela

¥

ST e T e Pengajuan P
(termasuk Pencantuman
pencantuman Hglg

Nofifikasi
Perpanjangan
Sertifikat Halal

Dit. PKP

AUDIT VERIFIKASI SARANA

PRODUKSI PANGAN

|l KEBIJAKAN DI BADAN POM |

U Dilaksanakan oleh Direktorat Inspeksi dan
Sertifikasi Pangan dalam rangka pendalaman
mutu dan sertifikasi

U Dilaksanakan untuk melihat konsistensi penerapan
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB) di sarana produksi pangan

UDilaksanakan  baik dengan atau tanpa
pemberitahuan kepada sarana produksi

U Sebagai tindak lanjut atas kasus atau riwayat hasil
pemeriksaan sebelumnya atau permohonan dari
perusahaan

U Hasil penilaian CPPOB dapat digunakan sebagai
dasar untuk updating data akun perusahaan

dalana aiataocna oo
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A URGENSI AUDIT VERIFIKASI SARANA PRODUKSI

v' Melihat konsistensi penerapan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB) di Sarana Produksi

v' Memverifikasi tindakan perbaikan
(CAPA) vyang telah dilakukan oleh
sarana produksi.

» Masih ada kemungkinan meskipun
sarana mendapatkan rating penilaian
A/B namun terdapat ketidaksesuaian
yang harus diperbaiki dan hal ini akan
diverifikasi pada audit berikutnya.

PRODUK PANGAN Jn
HALAL

HALAL dawv THAYIB

SERTIFIKAST HALAL MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DILAKUKAN OLEH LEMBAGA TUGAS UTAMA BADAN POM

YANG MEMPUNYAI OTORITAS
MEMBERIKAN FATWA HALAL

THAYIB

@ UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN

@ UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
© PP TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

@O UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL




Dalam keadaan segar, Pada makanan olahan menjadi

mudah menentukan Halal  sulit, karena adanya bahan

dan Haram makanan tambahan dan proses
pengolahan

Q_‘

e N.s
R Qm

Contoh: Makanan olahan rasa jeruk?
Flavor/essence dari mana?
Jeruk Segar > Halal Bahan pelembut? Pewarna?

PENTINGNYA KEHALALAN PANGAN

Persoalan makanan halal, haram tidak boleh diambil mudah

Firman Allah SWT :

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi suci dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.". (TQS Al Bagarah : 168).
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TERCEMAR BAHAYA BIOLOGIS ’y

: f} BADAN POM RI
¢ 3 » ¢
Pangan segar, olahan dan Ky
N
\

TERCEMAR BAHAYA KIMIA

memenuhi syarat
keamanan, mutu, gizi

TERCEMAR BAHAYA FISIK dan halal,

Di pasar swalayan, tradisio '

pinggir jalan

BAHAN HARAM &
PROSES TIDAK HALAL

TERCEMAR BAHAYA BIOLOGIS

3 faktor penting untuk
@ diperhatikan dalam
pengendalian (pengawasan)

TERCEMAR BAHAYA KIMIA

TERCEMAR BAHAYA FISIK

Bahan Tambahan Pangan

‘ ~ & Bahan Penolong
S
Tercemar bahan-bahan Peng()lahan

yang tidak halal?

Diproses dengan cara-
cara yang tidak halal

10
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REGULAS] TERKAIT HALAL

VOLUNTARY - ~ MANDATORY
Jika akan mencantumkan # Jika suatu produk pangan secara jelas
logo halal pada label harus mengandung babi, maka pernyataan
memperoleh “Sertifikat mengandung babi harus dicantumkan pada
Halal” setelah dilakukan label kemasan.
audit dan pembahasan dalam
Komisi Fatwa MUI. 1

#  Logo halal hanya dapat
dicantumkan pada label
setelah produsen memenuhi LR
persyaratan CPPB dan " GEL-O
memperoleh persetujuan ) NATURAL |
pencantuman logo/tulisan w ;'
halal dari Badan POM/Balai S
Besar/Balai POM/Dinkes.

Mengandung BABI * y/ 5,

Contain Pork 7y ;"

VOLUNTARY

BADAN POM RI

PRODUK MAKANAN YANG

FRODUK MASANAN VERSUS MENGANDUNG BABI

YANG
BERLABEL HALAL

. Audit Halal di produsen makanan
(LP-POM MUI , Kemenag, Badan _ 15 ,
POM/ Balai Besar/Balai POM) | GEL-0 ki)
«  Pembahasan laporan audit oleh % et U VA8
Komisi Fatwa MUI
«  Pemberian sertifikat Halal dari MUI. e
»  Pemberian persetujuan pencantuman
logo halal dari Badan POM setelah

produsen memenuhi syarat CPPOB.
+ Badan POM/Balai Besar/Balai POM
berwenang mengawasi produk
berlogo halal apakah sudah
memiliki sertifikat halal & persetujuan
pencantuman logo halal atau tidak.
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Pasal 67 ayat (L\')%h

Kewajiban bersertifikat
halal bagi Produk yang
beredar dan
diperdagangkan di
wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 mulai
berlaku 5 (lima) tahun
terhitung sejak Undang-
Undang ini
diundangkan.

TATA CARA PERMOHONAN SERTIFIKASI &
LABELISASI HALAL

Balai Besar POM di Semarang
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Pemangku Kepentingan BADAN POM RI

I lainnya:
@ M l l I WHFC, ASEAN, MABIMS,
"’lr \\"
[
l [

IMTGT, Universitas, Komunitas
Konsumen, dlIl...

Komisi Fatwa « LPPOM
MUl = MUI e 3

? Pemerintah RI
ljin Label Halal

pada Kemasan KEMENTAN RI
produk

Sertifikat Halal MUI

Gambar Pemangku Kepentingan Sertifikasi Halal di Indonesia

R TUGAS MASING-MASING INSTANSI ...,:.{u

Badan POM : Majelis Ulama Indonesia

Audit terhadap
penerapan dan
pemenuhan Cara
Produksi Pangan yang

Kementerian Agama : (LPPOM MUI) :
Bimbingan syariah Audit terhadap
kepada manajemen kehalalan bahan yang

perusahaan dan digunakan, proses

. karvawan muslim. produksi dan penerapan
Baik (CPPOB). y sistem jaminan halal
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BADAN POM RI

] 'BPOM 1 CEROL 23000
fotokopi dokumen (halal certification online)

PRE EVALUASI
DOKUMEN i DOKUMEN TIDAK
1 LENGKAP
’ DOKUMEN LENGKAP

}

TIDAK MEMENUHI KEMENAG
PERSYARATAN | A oo ™ |
(CPPOB) | (Badan POM, LPPOM MU,
REIETEE | FATWA MUI ]
MEMENUHI
L PERSYARATAN | SERTIFIKAT
(CPPOB) HALAL
ALUR PROSES
SERTIFIKASI &
PENERBITAN PERSETUJUAN
LABELISASI PENCANTUMAN LOGO HALAL I

HALAL

PEMOHON W

T -

=

e GAYEEN W W e (
Persyaratan Permohonan

Sertifikasi dan Labelisasi Halal

o N hWw

. Spesifikasi sumber/asal usul bahan baku, bahan tambahan

dan bahan penolong yang digunakan, dikeluarkan
pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut.

Bahan yang berasal dari hewan sertakan surat keterangan
dari RPH

Bagan alir proses
Prosedur tetap setiap langkah produksi
Surat persetujuan pendaftaran (MD/ML) dari Badan POM

Dokumen lain yang menunjang penilaian

I Balai Besar POM di Semarang

7/25/18

14



v

BADAN POM RI

Produk dengan persetujuan pendaftaran MD
dikeluarkan oleh Badan POM

Produk dengan persetujuan PIRT dikeluarkan

=g
Ea oleh Dinas Kesehatan/Balai Besar/Balai POM

setempat

Telah mendapatkan Sertifikat Halal

Memenubhi syarat Cara Produksi Pangan
Olahan Olahan yang Baik (CPPOB), minimal
nilai B (untuk MD) & nilai Level Il PIRT)

SSL__ BADAN POM RI

NN NN NN NN NN NN BN NN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B B R,

N

1
|
|
|
|
|

| PENGAWASAN POST MARKET

Balai Besar POM di Semarang
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was Obat dan Makanan

N

i 3

* Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka
penerapan CPPB / CPB IRT

* Pemeriksaan sarana distribusi dalam rangka
penerapan GRP

* Pengawasan Intensifikasi pangan menjelang
hari raya keagamaan / tahun baru

Balai Besar POM di Semarang

DATA SARANA YANG DIAWASI J’

e 23 Industri Farmasi
¢ 1 Industri Bahan Baku Farmasi
¢ 14 Industri Obat Tradisional

* 108 Usaha Kecil OT/ Usaha
Mikro OT

S a ra n a e 105 Industri Kosmetik
¢ 16 Industri Alat Kesehata
® 355 Industri Pangan

P ro d u ks i e 12521 Industri RTP

e 173 Rokok

Balai Besar POM di Semarang
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DATA SARANA YANG DIAWASI J

BADAN POM RIL

* 327 PBF

* 7 PBBBF

* 3036 Apotek

* 35 Gudang Farmasi

* 208 RS Pemerintah dan RS Swasta
* 867 Puskesmas

® 735 Klinik

Sarana Distribusi ERIEES

* 376 Kosmetika
/ Pelayanan * .92 Salon spa
* 431 Obat Tradisional

* 481 Pangan (Supermarket; Swalayan;
Distributor;Mini Market;Grosir;Toko;Kios)
¢ 14 Bahan Berbahaya

O |

BPOM di Semarang berperan
serta aktif dalam rangka pengawasan
Produk Pangan Halal terutama yang
dihasilkan oleh UMKM Pangan

= Pengawasan secara pre market dilaksanakan melalui
Program Fasilitasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Badan POM, maupun yang difasilitasi oleh Dinas /
instansi lain, seperti Dinas Koperasi & UMKM Prov.
Jawa Tengah®

= Pengawasan Post Market, selain

melalui inspeksi Penerapan CPPB-
IRTdan CPPOB juga melalui
Pengawasan pencantuman Label /
Logo Halal pada kemasan Pangan

7/25/18
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P
A\ eV merupakan hal yang tidak

.

\\‘QA/ Pangan Halal dan Thayyib

dapat dipisahkan.

= Pangan halal, aman, bermutu

dan bergizi menjadi tanggung
jawab bersama : Pemerintah,
Produsen dan Konsumen

AL MY

\\

| Balai Besar POM dé Semarang

JI. Sukun Raya no.41 A Semarang
TELP. (024) 7612324 ke
FAX. (024) 7612325

g E-Mail : ahoo.com atau

Balac Besar PON di Semarany

7/25/18

18



7/25/18

: \
=i i\
I\
p ~
A . / ‘\-/A
5 VP hE)
\ T A W/AR J
@ VAV \ BADAN POM
\ \ e N

" ANY QUESTION 777

¢

Balai Besar POM di Semarany
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